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GEOGRAFIS KEWILAYAHAN 

INDONESIA

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Samudera Pasifik dan 

Samudera Hindia serta dilewati oleh jalur ALKI .



I. PERANJALANDANLANDASANPENGATURANPENYELENGGARAANJALAN

1.1 PENGERTIAN JALAN

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunanpelengkapdan perlengkapannyayang diperuntukkan bagi lalu lintas,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di ataspermukaan air, kecuali jalan kereta

api, jalan lori , dan jalan kabel. (UU 38/2004tentangJalan)

1.2 FUNGSI UTAMA JARINGAN JALAN

1. Prasarana distribusi barang dan orang , merupakan urat nadi kehidupan

masyarakat,bangsa , dan negara.

2. Secara fisik merupakan satu kesatuan jalan yang saling menghubungkan

dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan di wilayah,  Kawasan dan subkawasan

dalam satu hubungan hirakis, sehingga perannya vital sebagai pembentuk

struktur ruang wilayah maupun perkotaan.



1.3 PENYELENGGARAAN JALAN

Peran jalan tersebut esensinya termuat dalam UU 38/2004, yang selanjutnya mengatur 

penyelenggaraan jalan umum, meliputi pengaturan , pembinaan , pembangunan , dan 

pengawasan ; penyelenggaraanjalan tol meliputi pengaturan , pembinaan , pengusahaan , 

dan pengawasan ; dan penyelenggaraanjalan khusus .

Untuk keterpaduan dan konektivitas, Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas, 

sedangkan Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan 

jasa yang dibutuhkan.



1.4 MEMBANGUN KONEKTIVITAS MENERUS (Esensi Pasal 7) 

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan

sekunder yang terkait secara hirarkis. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem

jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder

merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa

untuk masyarakat di dalam Kawasanperkotaan.



1.5 INTERDEPENDENSI FUNGSI, STATUSDAN KELAS JALAN
(Struktur yang melandasiPengaturanJaringanJalan)
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Å Jalan nasional

Merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan 

antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

Å Jalan provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota 

provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan 

strategis provinsi

Å Jalan kabupaten

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan 

pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah 

kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

Å Jalan kota

Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar 

pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, 

menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di 

dalam kota

Å Jalan desa

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di 

dalam desa serta jalan lingkungan

1.6 STATUS JALAN (MUARA KELEMBAGAAN)
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan



II . ISU PENYELENGGARAAN JALAN DAN DUKUNGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Manajemen aset jaringan jalan

melalui PreservasiJaringanJalanyang

ada,

2. Pengembanganjaringan jalan untuk

meningkatkanKapasitas;

3. Konektivitasjaringanjalan nasional

denganjalan sub nasional, padaJalan

Subnasional, agarmenerusdari tempat

produksi sampai ke outlet dan

konsumenakhir. Dayasaingjaringanjalandi Indonesia meskipun
sudahcenderungmembaik, namun sesuai
World Economic Forum (WEF) masihtertinggal
dibandingkandenganThailand dan Malaysia. 



Daya Saing Infrastruktur yang Cenderung
Tertinggal
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ÅJikadibandingkannegara ASEAN  lain seperti Malaysia dan Vietnam, kualitasInfrastrukturJalan di  Indonesia 
cenderungrendahdari sisiWaktu Tempuh. KemudianLogistic Performance Index vs Global Competitiveness Index 
Indonesia cenderungtertinggaldisbanding negara-negara tetanggasepertiThailand dan Malaysia .
ÅJikadilihat dari kepadatanjalantol, Indonesia cukupjauhtertinggaldenganVietnam yang mencapai23,22 km/juta

penduduk.  Untukmencapaihal tersebutsetidaknyaIndonesia perlumenambahtotal panjangjalanhingga 6.002 
km ataubertambahsebesar4.257,8 km 

Indonesia memiliki Waktu Tempuh( jam  per 100 km) yang lambat, yakni2,2 Jam/Km

Sumber:  PER World Bank, 2020 Sumber:  PER World Bank, 2020

Sumber:  PER World 
Bank, 2020



2.1 MANAJEMEN ASET JARINGAN JALAN MELALUI PRESERVASI

JARINGAN JALAN YANG ADA

Panjang jalannasionaldi Indonesia mencapai47.017 km, jalanprovinsisepanjang54.554 km 
dan jalankabupaten/kota sepanjang437.782 km sehingga total panjangjaringanjalansebesar
539.353 km (belumtermasukjalantol yang saatini sudah beroperasi2.125 km atautotal aset
jalansepanjang541.478 km).

1) Dukungan padaTeknisManajemenAset

Prinsipmanajemenasettentunyasemuajaringanjalanyangadaseharusnyaberfungsibaik,
sehinggamelihatdata akhir2019 kondisijalannasionalbagusdansedang92%, namuntidak
meneruspada jalansub nasionalyaitu jalanprovinsiyang kondisibagusdan sedang68% dan 
jalankabupatenhanya57%. Kondisiini menyebabkanbiayatransportasiyang tinggi. Jaringan 
jalandibangundenganumur rencanatertentu (10 tahunatau20 tahun), dan agar jaringanjalan
berfungsibaik, setiapruasjalanharusdi preservasi(rekonstruksikalauumur habis, rehabilitasi
umumnyasetiap5 tahundan pemeliharaanrutin tahunan untuk semuaruasjalan).
a. Peningkatanteknismanajemenasset  perlu disinggungdalamperaturanperundang-
undangan, terutama untuk daerah.

b. Perlunya penegasan tanggung jawab oleh pemerintah pusat  dalam hal pengelolaan 

jalan berdasarkan kewenangan sesuai status jalan terkait. Namun diperlukan pula 

intervensi dari pusat jika pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, sepertitidak

dipenuhinyaStandarPelayananMinimal.



Å Jalan Provinsidan Kabupatenmengisipangsaterbesardalamjaringanjalandi Indonesia (91 %)
namunkondisijalanyang terkategoribaikhanyaberkisar60 %, jauhdibandingkankondisijalan
yang terkategoribaikpada Jalan Nasional(91%).

ÅUndang-undangtelahmendelegasikansecarategasstatus jalansesuaikewenanganmasing-
masingpihak(nasional, provinsi, kabupaten, kota)

Disparitas Kondisi Jalan Nasional dengan
Jalan Sub-Nasional
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Kesenjangan/ disparitaskondisiJaringanJalan NasionaldenganJalan Sub-Nasional.

Sumber:  PER World Bank, 2020
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2) Dukungan pendanaanpada jalanpropinsidan kabupaten/ kota.

Panjang Jalan Provinsidan Jalan Kabupaten/Kota mencapai492.336 km atau 91% dari
keseluruhanjaringanjalandi Indonesia. Peran jalansubnasional sangatpentingterutama
untuk menghubungkanjalannasionalyang merupakan jalur logistikdan main trunk dengan
kawasanindustri, permukiman, perekonomian, namunkapasitaspendanaanpemerintah
daerahsangatterbatasdalammempreservasijalanyang menjadikewenangannya.

a. Dukungan PemerintahPusat untuk jalansubnasionalmelaluiDana AlokasiKhusus
(DAK) bisalebih dilembagakandan sesuaikebutuhanuntuk sekaligussebagaistimulan
percontohanteknis.

Sejauhini DAK untuk jalanberkisarantara17-19 trilyun rupiah kecualitahun2016 sebesar
41 trilyun rupiah perlu di dayagunakanuntuk ruas-ruasstrategisdan perlu pula ditingkatkan
prioritaspenanganannyaberbasismanajemenaset.
b. Dukungan pemerintahpusatbisapula dilakukandenganmemberikaninsentif kepada
pemerintahdaerahmelalui skemaantaralain HibahJalan Daerah, terutamauntuk
mendukungterwujudnyaoutcome di pusat-pusatpertumbuhannasionalsepertidi 
kawasanekonomikususpariwisataatauindustry, denganpemerintahdaerahakan
menanganijalansesuaikewenangannya melaluipembiayaanpemerintahdaerah dan 
selanjutnyaakandibayarkembali(reimburse) oleh PemerintahPusat apabilahasil
penangananpemerintahdaerahsesuaidengankriteria/prioritas. 
c. Untuk mempercepatpeningkatanpelayananjalan, model pembiayaandapatpula 
melalui availability payment (misalnya10 tahun).



3) Dana PreservasiJalan
Salah satusumberpendanaanyang sekaligusmendorongefisiensiadalahpenerapanRoad 
Fund melalui FEE FOR SERVICES. Kendaraanmembayarpelayanansesuaikerusakanyang 
diakibatkanoleh kendaraantersebut, salahsaturepresentasinyamisalnyamelalui earmark yang
dimasukkanpadabahanbakaruntuk preservasijalan. PayungnyaadalahUU 22/2009 tentang
LLAJ,  pasal29. Diaturbahwadana preservasijalandigunakankhususuntuk kegiatan
pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksijalanyangsumbernyadari penggunajalan. Untuk
itu perlu peraturanperundang-undanganpendukungimplementasidana preservasijalan
tersebutuntuk meningkatkankemantapanjalan.

4) Urban Road Pricing
a. Untuk kemacetandi perkotaandapatmenggunakanroad pricing di Kawasan yang terjadi
kemacetanuntuk meningkatkanaksesibilitassekaligusmemperolehsumberpendanaan.  
Prinsipnyapricing diterapkanpada kendaraanyang menyebabkankemacetanpada saatrasio
volume terhadapkapasitassudahmencapainilai tertentu. 
b. Penerapandi Jakarta bisamenggantikangenapganjil dan sekaligusmendorong
pemanfaatanBRT dan MRT. 
c. Penerapandapatdipertimbangkanpula padaJalanTol saatterjadi kemacetan.



1) Waktu Tempuh
Isuutamakonektivitasjaringanjalanterkait waktu tempuh, sehingga perlu menjadiindikator utama
konektivitas. Rata ςrata waktu tempuhperjalananpada koridorutamajalannasionalsaatini sekitar 2,2 
jam/100 km, masihrelative tinggidibandingkandenganmisalnyaMalaysia sekitar1,2 jam/100 km. 
Untuk itu peraturanperundang-undanganperlu diarahkanmendukungpercepatanpenurunanwaktu
tempuh. Konektivitas merupakan ukuranrelatif suatuketerhubunganpada suatujaringantransportasi. 
Konektivitas tinggiberarti isolasirendahdan aksesibilitastinggi, sehingga  keterhubunganpaling baik. 

Lamanyawaktu tempuhtersebutdisebabkanantaralain karenalebarjalanyang masihsempitsehingga 
kapasitasterbatas, bercampurnyalalu lintascepatdan lambatakibataktivitasgunalahan(pasar tumpah
dll) dan juga meningkatnyavolume kendaraanyang tinggipadajaringanjalanyangmendukungpusat-
pusatpertumbuhan. 
Untuk menurunkanwaktu tempuhdapatdilakukanmelalui: 
a. modernisasi jaringanjalandenganpembangunanjalanbebashambatan, maupun, 
b. modernisasi jalannasional(non tol) antaralain pelebaranjalan, perbaikangeometric jalan

maupunpembangunanjalan bypassatau jalan lingkarperkotaanserta
c. prioritisasidukunganjaringanjalan padaKawasan-Kawasan pertumbuhanprioritas.

2.2 PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS



Ilustrasi1: Modernisasi jaringanjalandenganpembangunanjalanbebas
hambatan, maupun, modernisasi jalannasional(non tol) di PulauJawadan 
PulauSumatra. Jaringan jalan nasionaltidak mampumengimbangimeningkatnyapermintaan, 

yang berujungpada kesenjangankapasitasjaringanjalanKesenjangankapasitasjaringanjalansaat
ini diperkirakansekitar17.000 lajur-km, perlu tambahan4.000-7.000 lajur-km setiaptahunnyauntuk
memenuhipeningkatanpermintaanlalu lintas.



Ilustrasi2: Pengembangan LebihLanjutjaringan 
jalan nasional dan jalan tol di Jawa(2035) 
mempertimbangkantingkat pelayananruasjalan.

Jalan Bebas Hambatan

Jalan Nasional Non Tol

Sumber:  IndII, 2017
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Ilustrasi3: Pengembangan LebihLanjutjaringan jalan 
nasional dan jalan toldi Sumatra(2035) 
mempertimbangkantingkat pelayananruasjalan.

Sumber:  IndII, 2017


